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BAB III 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam 

Tindak Pidana Trafficking 

 

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum 

3.1.1. Menurut Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

 Kesejahteraan Anak 

 Suatu bangsa dalam membangun negaranya harus dapat membentuk dan 

membina tata kehidupannya, hal ini harus dilakukan terus menerus dari generasi ke 

generasi. Setiap generasi harus memiliki kehendak, kesediaan dan kemampuan untuk 

menjalankan usaha tersebut. Usaha ini akan berjalan lancar apabila generasi muda 

dibentuk secara baik guna memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa. Generasi 

muda harus dibentuk pola perilaku dalam kehidupannya sesuai denngan norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat. 

 Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman pandangan hidup dan tata 

masyarakat Indonesia, merupakan dasar untuk menjamin kelangsungan hidup anak 

dan kepribadian bangsa dengan melakukan usaha memelihara, membina dan 

meningkatkan kesejahteraan anak. Secara jasmani, rohani dan sosial anak belum 

memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka sudah menjadi kewajiban 

masyarakat untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak.  

 Usaha penjaminan, pemeliharaan dan pengamanan menjadi kewajiban pihak-

pihak yang berada dalam pengasuhan pengawasan dan bimbingan negara karena 
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kewajiban yang ada, maka negara wajib melindungi anak dari berbagai gangguan 

yang mungkin datang dari luar maupun dari dalam diri anak itu sendiri. Segala upaya 

yang menjamin kesejahteraan anak adalah tanggung jawab negara.  

 Pola asuh anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban utama orang tua 

dan keluarga tetapi demi kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak 

perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila anak sudah tidak memiliki orang tua, 

atau orang tuanya tidak diketahui adanya atau orang tuanya tidak mampu memenuhi 

hak dan kewajiban anak, maka pihak lain baik kehendak sendiri atau karena 

ketentuan hukum diperbolehkan melakukannya. Apabila tidak ada pihak yang dapat 

melakukan hal tersebut, maka negara harus melaksanakan pemenuhan hak dan 

kewajiban anak tersebut.  

 Dalam undang-undang ini mengatur tentang pemenuhan hak dan kewajiban 

anak yang berhadapan dengan hukum. Pada Pasal 6 menjelaskan bahwa anak yang 

mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan bertujuan untuk menolong 

dan mengatasi hambatan yang ada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan 

anak, pelayanan dan asuhan tersebut diberikan kepada anak yang dinyatakan bersalah 

melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. 

 Undang-undang kesejahteraan anak ini mengatur perlindungan hukum 

terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana.  
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3.1.2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

 Manusia 

 Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki 

tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang 

ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan berbagai instrumen yang telah 

diterima oleh negara Republik Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar 

yang melekat pada manusia yang bersifat universal dan harus dilindungi, dihormati, 

dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh pihak 

manapun. Manusia adalah umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki tugas 

untuk mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan 

tanggung jawab demi kesejahteraan manusia dengan keberadaan harkat dan martabat 

kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. 

 Anak juga memiliki hak asasi sebagai manusia. Hak tersebut melekat pada 

diri setiap anak. Dalam undang-undang ini menjelaskan perlindungan hak dan 

kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum terdapat pada Pasal 64, Pasal 65 dan 

Pasal 66. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi 

ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapt 

mengganggung pendidikan, kesehatan fisik, kehidupan sosial dan mental spiritual. 

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi 

ekonomi, pelecehan seksual, pensulikan, perdagangan anak, serta dari berbagai 

bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.   
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 Anak memiliki hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, 

atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hukuman mati atau hukuman 

seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. 

Anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. 

penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai 

hukum sebagai upaya terakhir.  

 Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara 

manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan 

usianya dan harus ditempatkan terpisah dari orang dewasa kecuali demi kepentingan. 

Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan 

lain secara efektif dalam setiap proses penyelesaian permasalahan hukum yang 

dihadapi. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri untuk 

memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak 

dalam sidang yang tertutup untuk umum.  

 Dalam undang-undang ini mengatur tentang hak asasi manusia ditentukan 

dengan berpedoman kepada Deklarasi Hak Asasi Mnusia, Perserikatan Bangsa-

Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-

Hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak 

asasi manusia. Undang-undang ini juga berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 

sebagai dasar hukum negara dan sebagai pedoman kehidupan serta pembangunan 

hukum nasional. Undang-undang ini mengatur tentang pemenuhan hak untuk hidup 
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dan hak untuk tidak dihilangkannya nyawa, hak memperoleh keadilan, hak atas 

kebeasan hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam 

pemerintahan, hak wanita, hak anak dan hak atas kebebasan beragama, serta 

mengatur tentang pemenuhan kewajiban dasar manusia, tugas dan tanggung jawab 

pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.  

 Undang-undang ini mengatur pemenuhan hak-hak anak yang harus dilakukan 

oleh pemerintah dan masyarakat. Pemenuhan hak tersebut dilakukan dengan 

mengutamakan kepentingan terbaik anak demi masa depan anak. Undang-undang ini 

juga mengatur pemenuhan hak anak atas ancaman kejahatan, eksploitasi, pelecehan, 

penculikan, penipuan, perdagangan. Pemenuhan hak juga dilakukan kepada anak 

yang berhadapan dengan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas pada Pasal 66.  

 Dalam undang-undang ini telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban karena dalam 

undang-undang ini menyatakan tentang pencegahan kejahatan terhadap anak karena 

anak memiliki hak untuk tidak terlibat dan menjadi korban dari suatu tindak pidana. 

Untuk anak yang sebagai pelaku tindak pidana,undang-undang ini mengatur 

perlindungan hukumnya dengan melindungi hak anak tersebut sebagai seorang anak 

yang pasti harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa.  
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3.1.3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

 Perlindungan Anak jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang 

 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

 Perlindungan Anak 

 Dalam undang-undang ini tidak hanya mengatur perlindungan hukum 

terhadap hak dan kewajiban seorang anak, tapi undang-undang ini juga mengatur 

perlidungan hukum terhadap hak-hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum. 

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang terkait dalam suatu permasalahan 

hukum, anak tersebut bisa sebagai pelaku, korban dan/atau saksi. Seorang anak yang 

berhadapan dengan hukum sangat membutuhkan perlindungan hukum yang pasti 

demi melindungi hak dan kewajiban anak tersebut agar tidak mengorbankan masa 

depan anak karena setiap anak berhak atas masa depan yang baik. 

 Dalam Pasal 16 mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum 

memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Anak berhadapan 

dengan hukum juga memiliki hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 

ketentuan hukum. Dalam hal penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara 

anak merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku.  

 Setiap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang dirampas 

kemerdekaannya memliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, tidak 

ditempatkan dengan orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya 



63 
 

 

 

secara efektif dalam setiap proses penyelesaian permasalahan hukum yang 

dihadapinya, anak yang dirampas kemerdekaannya juga memiliki hak untuk 

dirahasiakan serta membela diri demi memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 

secara objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. Hal ini 

diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18. 

 Dalam Pasal 59 dan Pasal 64 menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah 

daerah dan lembaga negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya 

perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan khusus kepada anak tersebut 

diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak 

dari kelompok minoritas, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 

dan sebagainya. Perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum 

dalam pasal 64 yaitu meliputi upaya perlakuan secara manusiawi dengan 

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dengan orang dewasa, 

pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan 

rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran 

dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari 

penangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 

waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang 

objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum, penghindaran dari 

publikasi atas iedntitasnya, pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang 

yang dipercaya oleh Anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, 
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pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas, pemberian 

pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, dan pemberian hak lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Sesuai dengan Pasal 59 dan Pasal 64 di dalam Pasal 66, anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berhak mendapatkan perlindungan 

khusus yang menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus 

tersebut dilakukan melalui penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara 

ekonomi dan/atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan 

pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya 

masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara 

ekonomi dan/atau seksual. Demi mendukung upaya perlindungan tersebut, maka 

setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 

atau ikut serta melakukan eksploitasi terhadap anak. Segala bentuk upaya 

perlindungan anak harus dilakukan dengan dukungan dan partisipasi dari seluruh 

lembaga negara dan masyarakat itu sendiri.  

 Perlindungan anak harus dicakup secara menyeluruh dalam ketentuan hukum 

yang berlaku di kehidupan masyarakat agar dapat mencegah banyaknya angka 

kejahatan yang dilakukan oleh anak. Misalnya dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 

dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya (napza) perlindungan dilakukan kepada anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan napza serta anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi. 
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Perlindungan tersebut dilakukan dengan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan 

dan rehabilitasi oleh pemerintah dan maysarakat. Hal tersebut juga dilakukan 

terhadap anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak. 

Sedangkan, untuk anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis dan seksual 

dilakukan perlindungan melalui penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pemantauan, pelaporan serta pemberian sanksi terhadap 

pelaku. 

 Sesuai dengan Pasal 71 perlindungan anak terhadap anak yang menjadi 

korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, 

perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Dari 

beberapa pasal yang telah dijelaskan di atas, maka peran pemerintah dan masyarakat 

sangat memiliki pengaruh penting demi mendukung upaya perlindungan anak.  

 Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak adalah tunas, potensi, dan 

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan 

negada di masa depan. Anak berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun 

sosial agar anak mampu bertanggung jawab dan memiliki akhlak yang baik. Anak 

membutuhkan perlindungan demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan 

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa adanya diskriminasi. Semua 

upaya perlindungan tersebut tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi dari 
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seluruh lapisan masyarakat, seperti kelembagaan negara dan peraturan perundang-

undangan sampai masyarakat di seluruh lingkungan bermasyarakat. 

 Sesuai dengan pasal-pasal yang telah dijelaskan diatas, perlindungan khusus 

dilakukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan pemenuhan hak 

dan kewajiban anak tersebut, tanpa mengorbankan masa depan anak tersebut. Hal ini 

sangat perlu didapatkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum karena pada 

dasarnya anak merupakan individu yang belum matang secara mental dan fisik 

sehingga anak berhadapan dengan hukum membutuhkan perlindungan yang khusus  

dari pemerintah dan masyarakat. 

 Undang-undang ini mengatur perlindungan hukum terhadap anak berhadapan 

dengan hukum, perlindungan tersebut diberikan terhadap korban dan pelaku suatu 

permasalahan hukum. 

 

3.1.4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

 Peradilan Pidana Anak 

 Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention 

on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip-prinsip perlindungan hukum 

terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. perlindungan tersebut dilakukan 

untuk menjada harkat dan martabat anak dalam perlindungan hukum terutama dalam 

sistem peradilan yang akan dijalani oleh anak tersebut.  
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 Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran 

strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan kekerasan dan 

diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan 

terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini merupakan konsekuensi dari Pasal 

28B UUD 1945 yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah yang 

bertujuan melindungi anak. Anak membutuhkan perlindungan dari dampak negatif 

dari perkembangan pembangunan yang pesat serta globalisasi dalam bidang 

komunikasi dan informasi. Anak juga membutuhkan perlindungan dari dampak 

negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan gaya hidup 

masyarakat serta pola asuh orang tua yang sebagian telah membawa perubahan sosial 

yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai 

dan perilaku anak.  

 Undang-undang ini menjelaskan mengenai penempatan anak yang menjalani 

proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 

keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan 

anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum yang dengan harapan anak dapat kembali ke dalam 

lingkungan sosial yang secara wajar.  

 Keadilan restoratif diciptakan dengan tujuan baik bagi anak maupun korban, 

keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terlibat 
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dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta 

menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik 

dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari penyelesaian dengan 

tujuan memperbaiki dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.  

 Undang-undang ini mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian 

perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai proses penyelidikan hingga 

tahap bimbingan setelah menjalani sanksi pidana penjara. Dengan demikian, undang-

undang ini mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum sebagai pelaku dengan melindungi hak anak tersebut mulai dari proses 

penyelidikan hingga anak selesai menjalani pidana penjara. 

 

3.1.5. Menurut Instrumen Internasional Peraturan-Peraturan Minimum 

 Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi  Peradilan 

bagi Anak  (The Beijing Rules)  

 Dalam The Beijing Rules, Resolusi No.40/33 Tahun 1985 mengandung 

mengenai hak anak berhadapan dengan peradilan anak, yaitu sebagai berikut : 

 Dalam butir ke-1, ke-2 dan ke-6, mengatur bahwa pelaksanaan peradilan 

pidana anak harus efektif, adil dan manusiawi tanpa ada perbedaan dan diskriminasi. 

Penentuan batas usia pertanggungjawaban pelaku anak berkisar dari 7 tahun hingga 

usia 18 tahun atau lebih dari 18 tahun, hal ini di jelaskan dalam butir ke empat. Pada 

butir ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa pelaku anak memiliki hak praduga tak 

bersalah, diberitahu akan tuntutannya, tetap diam, di dampingi pengacara, kehadiran 
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orang tua atau wali, menghadapi dan memeriksa saksi-saksi, dan naik banding 

berikutnya serta perlindungan atas privasi dirinya. Dalam proses penangkapan pelaku 

anak harus dihindarkan dari tindakan kekerasan fisik dan psikis, sebelum proses 

penangkapan, pemberitahuan penangkapan setiap anak berhadapan dengan hukum 

sebagai pelaku tindak pidana harus dilakukan secepatnya kepada orang tua atau wali. 

Kedua hak ini diatur dalam butir ke-10 

 Setiap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana harus 

diupayakan untuk dilakukannya pengalihan proses formal ke proses informal oleh 

pihak yang berkompeten dengan cara musyawarah kekeluargaan, ini tertuang dalam 

butir ke-11. Upaya penahanan sebelum putusan pengadilan merupakan upaya terakhir 

dan upaya penahanan tersebut dilakukan dalam waktu yang singkat. Anak sebagai 

pelaku tindak pidana yang melaksanakan penahanan sebelum pengadilan memiliki 

hak dan mendapatkan jaminan untuk pemenuhan hak. Anak yang ditahan harus 

ditempatkan terpisah dari orang dewasa, hal ini terdapat di butir ke-13. 

 Dalam butir ke-15 menjelaskan bahwa selama proses pengadilan pelaku 

memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum serta mendapat bantuan hukum 

dengan biaya bebas, selama proses peradilan orang tua atau wali anak memiliki hak 

untuk ikut serta dan berwenang untuk menghadiri persidangan demi kepentingan 

anak. Dalam butir ke-16 dan butir ke-21 ayat 2 Hakim wajib untuk memerhatikan 

laporan penelitian dari lembaga sosial.  

 Hukuman pidana penjara merupakan upaya terakhir terhadap anak dan 

hukuman tersebut harus terhindar dari penderitaan secara fisik. Hukuman mati tidak 
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dapat dikenakan kepada segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak 

tidak boleh menjadi subjek hukuman fisik serta mengupayakan tindakan alternatif 

sebagai bentuk hukuman yang lain. Pihak yang berwenang secara hukum mempunyai 

kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat. Pelaku seorang anak 

memilik kemungkinan yang besar untuk dihindarkan upaya penahanan kecuali 

adanya perlindungan yang dilakukan secara maksimal. Peraturan-peraturan ini diatur 

dalam butir ke-17 dan butir ke-23. 

 Dalam butir ke-18 ayat 1 dan butir ke-19 menjelaskan bahwa untuk 

memenuhi hak seorang anak sebagai pelaku, menghindarkan anak dari upaya 

penempatan anak di lembaga permasyarakatan harus dilakukan sebagai upaya utama, 

apabila terpaksa penempatan tersebut dilakukan dengan waktu yang sangat singkat.  

 Pelaku mendapatkan bantuan seperti penginapan, pendidikan atau latihan 

keterampilan, pekerjaan atau bantuan lain yang memiliki sifat untuk membantu dan 

praktis yang memiliki tujuan demi mempermudah proses rehabilitasi. Hal ini tertuang 

dalam butir ke-24 dan butir ke-26 ayat 1. 

 Dalam butir ke-26 menjelaskan tentang pemisahan anak dalam 

penempatannya di lembaga permsyarakatan dari orang dewasa, pelanggaran hukum 

wanita muda ditempatkan di lembaga permasyarakatan yang terpisah dan berhak 

mendapatkan perhatian yang khusus terhadap masalah dan keperluannya. Demi 

kesejahteraan remaja yang ditahan di lembaga permsyarakatan, orang tua atau wali 

memiliki hak akses untuk mengetahui hal tersebut. 
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 Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana memiliki 

hak untuk mendapatkan penggalangan sukarelawan dan pelayanan masyarakat untuk 

sebagai bentuk pembinaan, ini diatur dalam butir ke-25. 

 Pembebasan bersyarat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh 

lembaya permsyarakatan sedini mungkin dan pengawasan serta bantuan terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana yang diberi pembebasan bersyarat. Hal ini diatur 

dalam butir ke-28. 

 The Beijing Rules merupakan instrumen internasional yang menjadikan salah 

satu dasar hukum negara Indonesia demi ikut mewujudkan upaya perlindungan anak 

dalam segala aspek kehidupan terutama dalam aspek hukum. The beijing rules juga 

merupakan salah satu dasar prinsip Indonesia untuk membentuk UUSPPA. 

 

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum 

 Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

 Secara nasional, konsep pengertian anak memiliki batasan yaitu dari segi usia 

menurut bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. 

Secara internasional, konsep pengertian anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of 

The Child Tahun 1989; Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau United Nations Standard Minimum Rules 

for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) Tahun 1985; dan Deklarasi 

Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights Tahun 1984.  
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 Konsep pengertian anak terdapat banyak pendapat, hal ini menyebabkan 

ketidakseragaman tentang pengertian anak. Pengertian anak menurut peraturan 

perundang-undangan, sebagai berikut : Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “ Anak adalah seorang yang 

belum berusia 21 tahun dan belum menikah”; Menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan”; Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 tahun”. 

  Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda 

 dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum 

 Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak 

 atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing 

 anak atau berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam 

 menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah 

 seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan 

 sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang 

 dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.
48

 

 

 Sama dengan konsep pengertian anak, definisi delinkuen juga terdapat banyak 

pendapat tentang konsep pengertian delinkuen yang menimbulkan ketidakseragaman 

pengertian. Delikuen berasal dari kata delinquency yang berarti kenakalan anak, 

kenakalan remaja, kenakalan pemuda, dan delinkuensi.  

                                                             
 48 Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan 

Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, Hlm : 34 
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 Dalam bukunya, Marlina menngutip beberapa pendapat mengenai pengertian 

delinkuen, yaitu : 

  Menurut Anthony M.Platt “definisi delinquency adalah perbuatan 

 anak yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang 

 dewasa, (2) perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat, (3) 

 perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan 

 tidak senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulan dengan orang tidak baik 

 yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan.”
49

 

  Paul Tappan mengemukakan “juvenile delinquent is a person who  has 

 been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction thought he 

 may be no different, up who are not delinquent.” (anak yang delinkuen 

 adalah seseorang yang telah diputus dengan jurisdiksi pengadilan yang 

 meskipun mungkin putusan pengadilan dan putusan hakim berbeda, 

 meskipun bukan dari kelompok anak yang tidak delinkuen) artinya bahwa 

 juvenile adalah perilaku seorang anak yang melanggar norma-norma yang 

 telah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya dan perilaku tersebut dapat 

 dijerat oleh kewenangan dari pengadilan anak.
50

 

  Menurut Romli Atmasasmita istilah delinquency tidak identik 

 dengan istilah kenakalan dan istilah juvenile tidak identik dengan istilah 

 anak. Istilah juvenile delinquency lebih luas artinya daripada istilah 

 kenakalan atupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih  cenderung 

 menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.
51

 

 

 Dalam negara hukum, perlindungan hukum sangat diperlukan oleh setiap 

warga negara termasuk anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya 

negara untuk melindungi tunas bangsa yang menjadi generasi penerus bangsa di masa 

depan. Perlindungan hukum tentunya berkaitan dengan segala macam aturan hukum 

yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap seorang anak sangat 

dibutuhkan, karena seorang anak merupakan individu yang termasuk dalam 

kelompok rentan yang masih belum memiliki kestabilan dalam berpikir dan emosi. 

                                                             
 49 Ibid, Hlm : 38 

 50 Ibid, Hlm : 39 
 51 Ibid, Hlm : 40 
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Anak memiliki keterbatasan secara fisik dan mental, maka dari itu anak sangat 

membutuhkan perlindungan khusus dan penanganan khusus.  

 Prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh 

beberapa konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. 

Ada beberapa dasar pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan peradilan anak dan 

menjadi standar penanganan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan 

pidana, antara lain : 

   1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of 

 Human Rights), Resolusi Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1984; 

   2. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International 

 Convenan on Civil and Political Right) Resolusi Majelis Umum 2200 A 

 (XXI) tanggal 16 Desember 1966; 

   3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain 

 yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia 

 (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

 Treatment or Punishment) Resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984, 

 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang 

 Nomor 5 Tahun 1998; 

   4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the child) 

 Resolusi Nomor 109 Tahun 1990; 
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   5. Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap 

 Narapidana (Resolusi No.663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 

 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977); 

   6. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa 

 Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (The Beijing Rules),  Resolusi 

No.40/33, 1985; 

   7. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak 

 Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nation Guidelines for The Preventive  of 

Juvenile Deliquency, “Riyadh Guidelines”), Resolusi No.45/112.1990; 

   8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

   9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; 

   10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik 

 Indonesia; 

   11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 

   12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian; 

   13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

  Dengan demikian negara Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak, dengan 

mengutamakan kepentingan terbaik anak, masa depan anak, dan menegaskan bahwa 

sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam pengambilan keputusan dalam suatu 

permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak. 
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 Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan 

perbuatan tindak pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan pidana itu 

memang punya kesalahan maka tentu ida dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi 

bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai 

kesalahan ia tentu tidak dipidana.
52

 

 

3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum 

 Sebagai Pelaku Tindak Pidana Trafficking Menurut Undang-Undang 

 Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana   

 Perdagangan Orang (UUTPPO) 

 Tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini sudah memiliki beragam 

jenis tindak pidana tidak terkecuali perdagangan orang. Dalam praktik perdagangan 

orang, anak menjadi kelompok rentan yang sering menjadi obyek perdagangan orang 

tersebut. Kasus perdagangan orang yang melibatkan anak saat ini terjadi dimana saja, 

dari daerah perkotaan hingga daerah pelosok. Dengan adanya undang-undang ini 

diharapkan angka perdagangan orang yang melibatkan anak dapat berkurang dan 

dapat dicegah.  

 Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari praktik perbudakan 

manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu perbuatan yang melanggar harkat 

dan martabat manusia. Perdagangan orang dilakukan dengan perekrutan, 

pengangkutan, pemindahan, penyembunyian dan penerimaan orang dengan tujuan 

                                                             
 52 Ibid, Hlm : 69 
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menjebak, menjerumuskan dan memanfaatkan orang dengan eksploitasi yang 

dilakukan dengan bentuk ancaman, kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan, dan memberi bayaran sehingga dapat mengendalikan 

korban.  

 Eksploitasi yang dilakukan dapat berupa kerja paksa atau pelayanan paksa, 

perbudakan dan praktik-praktik serupa dengan perbudakan. Hal ini dilakukan dengan 

mengkondisikan keadaan agar dapat bekerja secara lancar yang dapat menimbulkan 

cara, pola dan rencana agar seseorang yakin bahwa ia tidak melakukan pekerjaan 

tertentu maka ia akan menderita baik fisik maupun psikis. 

 Dalam undang-undang ini mengatur perlindungan hukum terhadap anak 

berhadapan dengan hukum yaitu terdapat pada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. 

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan korban 

dan/atau saksi seorang anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik 

anak dengan tidak memakai toga dan pakaian dinas. Sidang dilakukan secara tertutup 

untuk umum. Dalam proses pemeriksaan korban dan/.atau saksi anak wajib 

didampingi oleh orangtua, wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya. 

Proses pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Dengan persetujuan hakim, 

proses pemeriksaan yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dapat 

dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman. Dalam undang-undang ini 

hanya mengatur perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum 

sebagai korban dan/atau saksi. 
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 Hal ini dilakukan karena seorang anak yang berhadapan dengan hukum tentu 

sangat mengalami tekanan terhadap kestabilan psikisnya maka dari itu anak yang 

berhadapan dengan hukum membutuhkan keadaan yang kondusif agar anak tidak 

merasa lebih tertekan karena adanya proses hukum yang ia hadapi. Anak memerlukan 

keadaan yang bersahabat dengan dirinya agar ia dapat menceritakan atau memberi 

keterangan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun. Anak belum matang dalam hal kestabilan psikis karena itu anak dapat 

berbuat apa saja dengan mengikuti emosinya tanpa mengerti atau paham apa yang 

akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya tersebut.  

 Perlindungan hukum yang didapatkan anak berhadapan dengan hukum 

merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dan kewajiban setiap anak yang menjadi 

pelaku, korban dan/atau saksi suatu permasalahan hukum. Perlindungan ini sangat 

perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar apabila anak tersebut harus 

menjalani sanksi pidana penjara saat sanksi tersebut sudah selesai ia jalani anak 

tersebut harus kembali ke kehidupan bermasyarakat dimana pasti banyak tekanan dari 

berbagai pihak yang menjadikan berkurangnya rasa percaya diri anak terhadap 

dirinya sendiri.  

 Hal ini tentu harus dicegah, karena hal ini dapat menjadikan terhambatnya 

perkembangan potensi yang ada dalam diri anak tersebut. Dengan terhambatnya 

perkembangan potensi tersebut, maka masa depan anak akan dikorbankan. Peran 

pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan karena upaya pemantauan setelah anak 

selesai menjalani sanksi pidana penjaranya menjadi langkah awal anak tersebut 
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menjadi pribadi yang baru yang lebih baik menuju pribadi yang ideal sebagai penerus 

cita-cita bangsa. 

 Perdagangan orang saat ini telah meluas, bentuk kejahatan terorganisir atau 

tidak terorganisir yang bersifat antarnegara maupun dalam negeri semakin banyak 

terjadi sehingga ancaman terhadap masyarakat, bangsa, negara, serta norma-norma 

kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perdagangan 

orang khususnya yang melibatkan anak, merupakan perbuatan yang melanggar hak 

asasi manusia sehingga harus diberantas. Peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan perdagangan orang harus memberikan landasan hukum yang 

menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.  

 Dalam undang-undang ini mengatur perlindungan hukum terhadap anak 

berhadapan dengan hukum, perlindungan hukum tersebut hanya diberikan kepada 

korban dan/atau saksi anak dalam tindak pidana perdagangan orang.  

 Pada Pasal 297 KUHP telah mengatur tentang pelarangan perdagangan orang, 

yaitu larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa. Pada Pasal 83 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-

Undnag Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang larangan 

perdagangan orang, yaitu larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak 

untuk diri sendiri atau untuk dijual. Dalam dua ketentuan tersebut belum secara tegas 

menjelaskan tentang makna perdagangan orang secara hukum. Dalam Pasal 297 
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KUHP memberikan sanksi yang ringan dan tentunya tidak sepadan dengan dampak 

yang terjadi kepada korban trafficking tersebut.  

 UUTPPO bertujuan untuk mencegah dan menjerat berbagai macam tindakan 

dalam proses, cara dan berbagai bentuk eksploitasi yang bisa terjadi dalam praktik 

trafficking baik yang dilakukan antarwilayah maupun antarnegara serta baik 

dilakukan oleh perorangan atau korporasi. Undang-undang ini mengatur tentang 

perlindungan hukum terhadap korban dan/atau saksi sebagai aspek penting dalam 

penegakan hukum dengan tujuan sebagai perlindungan dasar kepada korban dan/atau 

saksi. Undang-undang ini hanya memberikan perhatian yang besar kepada 

penderitaan korban sebagai dampak dari tindak pidana trafficking. Perlindungan ini 

dilakukan sebagai bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana  

trafficking dengan tujuan ganti rugi. Hal ini juga dilakukan untuk mengatur hak 

korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus 

dilakukan oleh negara. 

 Pencegahan dan penanganan tindak pidana trafficking adalah tanggung jawab 

lembaga negara, keluarga dan masyarakat. Partisipasi yang dapat dilakukan pihak-

pihak ini dapat mendukung upaya pemberantasan tindak pidana trafficking yang 

terjadi. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komperehensif dan terpadu, maka 

perlu dibentuk gugus tugas untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana trafficking. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana trafficking juga 

perlu dilakukan dengan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian timbal balik 

dalam permasalahan tindak pidana dan/atau kerja sama mengenai teknis lain yang 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dilakukan karena tindak 

pidana trafficking juga terjadi antarnegara yang dampaknya sangat besar dan buruk 

bagi bangsa. 

 Dalam undang-undang ini mengatur perlindungan hukum terhadap anak 

berhadapan dengan hukum yaitu terdapat pada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. 

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan korban 

dan/atau saksi seorang anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik 

anak dengan tidak memakai toga dan pakaian dinas. Sidang dilakukan secara tertutup 

untuk umum. Dalam proses pemeriksaan korban dan/.atau saksi anak wajib 

didampingi oleh orangtua, wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya. 

Proses pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Dengan persetujuan hakim, 

proses pemeriksaan yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dapat 

dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman. Dalam undang-undang ini 

hanya mengatur perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum 

sebagai korban dan/atau saksi. 

 Tidak terdapat aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap 

anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana trafficking. Hal ini 

sangat disayangkan karena dengan melihat perkembangan dewasa ini sangat banyak 

permasalahan hukum yang melibatkan peran seorang anak. Dengan tidak adanya 

peraturan hukum yang mengatur hal tersebut, mengakibatkan terjadi kekosongan 

hukum yang terdapat dalam UUTPPO.  



82 
 

 

 

 Dengan tidak adanya aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana trafficking, maka sesuai dengan asas 

legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang dirumuskan dalam bahasa 

Latin “Nulum delictum nulla poena sine praevia legi poenali” yang dapat diartikan 

dalam bahasa Indonesia yaitu “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan 

pidana yang mendahuluinya.” Kekosongan hukum yang terjadi dapat menjadi salah 

satu faktor pendukung semakin maraknya tindak pidana trafficking yang dilakukan 

oleh seorang anak, maka dengan adanya kekosongan hukum ini UUTPPO perlu 

perubahan dan penambahan aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum 

terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana trafficking. 

 Sementara belum terdapatnya aturan dalam UUTPPO mengenai perlindungan 

hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana 

trafficking, maka dalam menangani permasalahan hukum tersebut harus 

menggunakan aturan hukum yang telah ada dan berlaku di masayarakat demi 

memberikan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Dalam pemenuhan hak-hak anak 

dapat di terapkan aturan hukum yang melindungi hak-hak anak yaitu Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undnag Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, undang-undang ini juga harus diterapkan selama anak sebagai 

pelaku mulai sebelum proses peradilan hingga proses peradilan dilakukan, sedangkan 

dalam praktik proses peradilan pidana anak harus menerapkan aturan Undang-
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Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah 

mengatur segala aturan proses peradilan pidana khusus anak. 


